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BAB II 

PRINSIP 5C DALAM PENYELAURAN PEMBIAYAAN DI BANK 

SYARIAH MENURUT PRINSIP EKONOMI ISLAM 

 

2.1. Sistematika Prinsip Syariah 

2.1.1. Pengertian Syariah 

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan 

ruanglingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam 

Islam.Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan 

hukumIslam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, 

yaitusyariah, fikih, ushul fikih, dan hukum Islam sendiri.
26

Istilah syariah, fikih, 

dan hukum Islam sangat populer di kalangan parapengkaji hukum Islam di 

Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah inisering dipahami secara tidak tepat, 

sehingga ketiganya terkadang salingtertukar.  

Secara etimologis (lughawi) kata „syariah‟ berasal dari kata berbahasaArab 

al-syari‟ah ( تاٌشش٠ع  ) yang berarti „jalan ke sumber air‟ atau jalan yangharus 

diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.
27

 Orang-orang Arab 

menerapkan istilah inikhususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap 

dan diberi tandayang jelas terlihat mata.
28

 Syariah diartikan jalan airkarena siapa 

saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya.Allah menjadikan 

air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan danbinatang sebagaimana Dia 
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menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupanjiwa manusia.
29

 Ada juga yang 

mengartikansyariah dengan apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya. 

Adapun istilah al-syari‟ah al-Islamiyyah didefinisikan sebagai apa 

yangdisyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, 

ibadah,akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup manusia dalam 

berbagaiaspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia 

denganTuhan mereka dan mengatur hubungan mereka dengan sesama mereka 

sertauntuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sering 

kalikata syariah disambungkan dengan Allah sehingga menjadi syariah 

Allah(syari‟atullah) yang berarti jalan kebenaran yang lurus yang menjaga 

manusiadari penyimpangan dan penyelewengan, dan menjauhkan manusia 

darijalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu.
30

 Kata 

syariah secara khusus digunakan untukmenyebut apa yang disyariatkan oleh Allah 

yang disampaikan oleh paraRasul-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Karena itulah, 

Allah disebut al-Syari‟yang pertama dan hukum-hukum Allah disebut hukum 

syara‟.
31

 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa istilah syariah pada mulanya 

identikdengan istilah din atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai 

semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Quran maupun Sunnah Rasul. 

Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushul aldin), yakni 

ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya,akhirat, dan yang 

berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhidyang lain. Syariah 
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mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidikdirinya sendiri dan 

keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan,dan cita-cita tertinggi yang 

harus diusahakan untuk dicapai atau didekatiserta jalan untuk mencapai cita-cita 

atau tujuan hidup itu. Di samping itu,syariah juga mencakup hukum-hukum Allah 

bagi tiap-tiap perbuatanmanusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. 

Kajian tentangyang terakhir ini sekarang disebut fikih (Muhammad Yusuf Musa, 

1988: 131).Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti 

luasyang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika 

dankarakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). 

2.1.2. Sistematika Pembagian Syariah 

Sistematika pembagian kajian dalam syariah, pada dasarnya terbagi ke 

dalam dua kajian, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan 

hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas).Bentuk hubungan yang 

pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yangkedua disebut muamalah.
32

 

Untuk masalah yang berkaitan dengan ekonomi, maka hal tersebut menjadi kajian 

muamalah. Pengertian muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas 

 Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi 

muamalahadalah : 

a. Menurut Ad-Dimyati :"Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan 

keberhasilan ukhrawi".
33
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b. Menurut Muhammad Yusuf Musa :"Peraturan-peraturan Allah yang diikuti 

dan ditaati dalam kehiupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan 

manusia".
34

 

 Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalahdalam arti 

luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditujukan untuk mengatur 

kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan 

urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.  Menurut pengertian ini, manusia 

kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

Allah swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas 

manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, 

dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab 

sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harusdidasarkanpadaketetapan Allah 

SWT, agar kelakselamat di akhirat.
35

 

2. Pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) 

a. Menurut Hudhari Beik :"Muamalah adalah semua akad yang membolehkan 

manusia saling menukar manfaat".
36

 

b. Menurut Rasyid Ridha :"Muamalah adalah tukar menukar barang atau 

sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan".
37

 

Kedua definisi muamalah dalam arti sempit di atas menekankan keharusan 

untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur 

hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan 
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mengambangka nmaal (harta benda) seperti jual beli, kerjasama bisnis, dan 

sebagainya.
38

 Adapun ruang lingkupnya terbagi kedalam dua bagian
39

 : 

1. Ruang lingkup Muamalah Adabiyah 

Hal-hal yang termasuk Ruang lingkup Muamalah Adabiyah adalah ijab qabul, 

saling meridhai, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, 

kejujuran pedagang,  penipuan,  pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu 

yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran 

harta. 

2. Ruang lingkup Muamalah Madiyah 

a. Jual beli ( al-bai' at-tijarah ) 

b. Gadai ( rahn ) 

c. Jaminan dan tanggungan ( kafalah dan dhaman ) 

d. Pemindahan utang ( hiwalah ) 

e. Jatuh bangkrut ( Taflis ) 

f. Batas bertindak ( al-hajru ) 

g. Perseroan atau perkongsian ( as-Syirkah ) 

h. Perseroan harta dan tenaga ( al-mudharabah) 

i. Sewa menyewa tanah ( al-musaqah al-mukhabarah ) 

j. Upah ( ujral al-amah ) 

k. Gugatan ( asy-syuf'ah ) 

l. Sayembara ( al-ji'alah ) 

m. Pembagian kekayaan bersama ( al-qismah ) 

n. Pemberian ( al-hibbah ) 
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o. Pembebasan ( al-I'bra ), damai ( ash-shulhu ) 

p. Beberapa masalah mu'ashirah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit 

dan masalah lainnya. 

2.1.3. Prinsip Ekonomi Syariah 

Prinsip syariah dalam masalah ekonomi atau hal-hal yang terkait hubungan 

antar manusia bersifat lebih fleksibel daneksploratif dibandingkan dalam prinsip 

beribadah.Berikut ini merupakan beberapaprinsip dasar syariah dalam ekonomi, 

antara lain yaitu
40

: 

Asal dari kegiatan muamalah (ekonomi / hubungan manusia dengan manusia) 

adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau 

pengharaman. 

 

ًُ عٍََٝ  ٠ْ ِِ ا ديََّ اٌذَّيِ َِ لاثَِ( الِْباَحَتُ، ئلِاَّ  َِ عاَ ُّ ٌْ ًُ فِٝ الْْش١َْاَءِ )فِٝ ا الَْصَْ

 ِٗ  .خِلافَِ
 

Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi). 

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 : 

 

َْ حجَِاسَةً  ًِ ئِلاَّ أَْ حىَُٛ ٌْباَطِ اٌىَُُ ب١َْٕىَُُ باِ َٛ ِْ ُٕٛا لَا حأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ ا اٌَّز٠ِ َٙ ٠اَ أ٠َُّ

  ّْ ٕىُ ِِّ ّْ عَٕخشََاضٍ  ىَأَبىُِ َٙ أَِّاٌٍَّ  ّْ لَاحمَْخٍُُٛاأَٔفغَُىُ اَٛ ًّ شَح١ِ  

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
41
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Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan firman Allah Swt. yang 

melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari 

mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha 

yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara 

lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan 

berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-

cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih 

mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata 

menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat).
42

Ibnu Abu Hatim 

mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah 

menceritakan kepada kami lbnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari 

Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini 

muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.
43

 

Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan 

kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang diajarkan pada hadis di bawah ini : 

 

ْْ لاَ ع َُ لَضَٝ أَ عٍََّ َٚ  ِٗ يَ اللهِ صٍََّٝ اللهُ ع١ٍََْ ْٛ َّْ سَعُ جِ أَ ِِ ِٓ صَا ْٓ عُبادَةََ ابْ

لاَ ضِشَاسَ.  ضَشَسَ  ذ ٚابٓ ِاجتسٚاٖ أحّ-َٚ  
 

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak 

boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. 

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 

a. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya. 

2.1.4. Pembiayaan Syariah 
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Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
44

 Pemberian pinjaman  

atau pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil,jual beli, atau sewa 

beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman,karena yang 

diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga 

yang ditetapkan di muka.
45

 

Pembiayaan dalam perbankan syariah setidaknya terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu
46

 : 

1) Return bearing financing, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara 

komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung 

resikokerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. 

2) Retrun free financing, yaitu bentuk pembiayaanya tidak semata- mata mencari 

keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada 

keuntungan yang didapat. 

3) Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok 

mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan.  

Menurut sifat penggunaanya pembagian pembiayaan terbagi menjadi dua
47

: 

1) Pembiayaan produktif 
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Pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas 

produksi diantaranya untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi.Pembiayaan ini terbagi menjadi 2 jenis, 

diantaranya : 

a) Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan 

keuangan, jumlah hasil produksi secara kuantitatif dan secara kualitatif 

meningkatkan mutu hasil produksi untuk keperluan perdagangan dan 

peningkatan utility of place dari suatu hasil produksi yang berupa barang. 

b) Pembiayaan investasi 

Pembiayaan untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti modal (capital 

goods) bertujuan peningkatan fasilitas – fasilitas terkait. 

2) Pembiayaan konsumtif  

Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

dimana kapasitasnya akan habis saat digunakan. 

 

2.2. Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah 

2.2.1.  Pengertian Pembiayaan 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu 

„saya percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada 

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul 

maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai 

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua 
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belah pihak.
48

 Di dalam al Quran, kegiatan pembiayaan disandarkan pada dalil 

mengenai kegiatan bisnis dalam Q.S Annisa ayat [] 29 sebagai berikut : 

َْ حجَِ  ًِ ئِلاَّ أَْ حىَُٛ ٌْباَطِ اٌىَُُ ب١َْٕىَُُ باِ َٛ ِْ ُٕٛا لَا حأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ ا اٌَّز٠ِ َٙ اسَةً عَٓ ٠اَ أ٠َُّ

  ُْ ٕىُ ِّّ احشََاضٍ ًّ شَح١ِ ّْ ىَأَبىُِ َٙ أَِّاٌٍَّ  ّْ لَاحمَْخٍُُٛاأَٔفغَُىُ َٚ  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
49

 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. Orang 

Islam boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 

perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah 

juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling 

membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-

Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada umat manusia.
50

 

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga 
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keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
51

 

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Pasal 1 ayat 12, adalah : 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan / bagi hasil.
52

 

 

Sedangkan menurut Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit.
53

 Mengenai perbedaan antara pembiayaan dan pembiayaan, hal ini tertuang 

dalam dalam undang-undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 1998 tentang 

perbankan yang dikutip dari buk2u perbankan islam dan kedudukannya dalam tata 

hukum perbankan Indonesia oleh Sutan Remy Sjahdaeni, yaitu pasal 1 ayat 11 

dan 12. 

Pada pasal 1 ayat 11 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Sedangkan pada pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
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dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
54

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara 

pembiayaan dan pembiayaan yang terletak pada pengembaliannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2.2.2.  Dasar Hukum Pembiayaan 

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja 

sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama 

serta kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah 

[]ayat 2 sebagai berikut : 

… ُْ ا َٚ ٌْعذُْ َٚ ا  ُِ ا عٍََٝ الِْثْ ْٛ ُٔ َٚ لاَ حعَاَ َٚ  ٜ َٛ َٚ اٌخَّمْ ٌْبشِِّ  ا عٍََٝ ا ْٛ ُٔ َٚ  .َٚ حعَاَ
Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan 

janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan”.
55

 

Imam Al Qauthubi menjelasakan bahwa dalam ayat ini Allah Azza wa 

Jalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam 

perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan meninggalkan 

kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Dia Azza wa Jalla melarang 

mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan 

perkara haram.
56
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Kerja sama yang dijalin antara sesama pelaku usaha sangat dianjurkan. Hal 

ini berdasarkan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengenai 

kerjasama di bidang usaha sebagai berikut : 

َ يَقُُلُ أوَاَ ثاَنِثُ انشَّرِيكَيْهِ مَا نمَْ يَخُهْ  ٌُرَيْرَةَ رَفَعًَُ قاَلَ إنَِّ اللََّّ عَهْ أبَيِ 

ٌُمَا صَاحِبًَ  .أحََدُ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa 

Jalla berfirman, „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

satunya tidak mengkhianati yang lainnya”.
57

Hadits di atas menjelaskan kecintaan 

Allah terhadap orang-orang yang berserikat  dalam melakukan kegiatan usaha 

selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi 

pengkhianatan. 

Kemudian hadis yang berkaitan dengan kegiatan mudharabah atau qordh 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : 

هَّ انْبَرَكَتُ : انَْبَيْعُ إنِىَ أَ ثَ  ٍِ خَهْطُ انْبِرِّ باِنشَّعِيْرِ لاثٌَ فِيْ ََ انْمُقاَرَضَتُ  ََ جَم  

 .))رَاي ابه مجت نِهْبَيْتِ لاَ نِهْبَيْعِ.
Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang 

ditangguhkan, melakukan qirodh (memberi modal kepada orang lain) dan yang 

mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual 

belikan”.
58

 

Keterangan dalil-dalil di atas merupakan anjuran atau perintah agama 

untuk manusia agar senantiasa menjalin suatu bentuk kerja sama dalam kegiatan 

usaha. Dalam tatanan aplikasinya di perbankan, pihak bank selaku lembaga 
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intermediasi di sektor moneter dapat menjalin kerjasama kepada pihak nasabah 

yang berkelut di sektor riil dengan bentuk penyaluran pembiayaan atau modal 

kerja kepada nasabah tersebut. 

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, mengenai pembiayaan hal ini 

diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 

1 ayat (12) undang-undang tersebut mengatakan :“Pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
59

 

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan hal-hal yang 

terkait maslah teknis pembiayaannya, hal ini diatur dalam peraturan Bank 

Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut :Bank Indonesia menetapkan 

ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat 

Berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada 

peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.
60

 

Kemudian regulasi atau ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan, 

hal ini diatur dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia, antara lain adalah : 
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a. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 5 Oktober 2006 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang 

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum        

b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/1/PBI/2006 3 Januari 2006 Tentang Fasilitas 

Pembiayaan Darurat  

c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/63/DPBPR 30 Desember 2005 Tentang 

Sistem informasi Debitur dan lampiran, buku pedoman.  

d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/58/DPBPR 23 Desember 2005 Tentang 

Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 

dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan lampiran  

e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/57DPbS 22 Desember 2005 Tentang 

Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas 

Syariah dan Bank Indonesia dan lampiran. 

2.2.3.  Jenis-jenis Pembiayaan 

Pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah merupakan salah 

satu upaya manajemen dalam mendatangkan laba keuntungan dari kegiatan 

usahanya sebagai lembaga komersial. Secara umum, akad pembiayaan di lembaga 

keuangan syariahdibagi menjadi dua yaitu skim bagi hasil dan jual beli serta akad 

tambahan yaitu sewa/jasa dengan menggunakan akad ijarah.
61
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1. Akad dengan Skim Bagi Hasil 

a. Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik 

modal (shahibul maal) dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal 

menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan 

pengelolaan atas usaha dengan pembagian keuntungan antara kedua belah 

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad dalam 

pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu Mudharabah 

Muqayyadah dan Mudharabah Muthlaqah.Mudharabah Muqayyadah yaitu 

perjanjian kerjasama antara mitra usaha dengan BMT, dimana mitra usaha 

hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek 

yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan 

sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dan pembiayaan Mudharabah 

Mutlaqah yaitu perjanjian kerjasama antara mitra usaha dengan BMT atau 

lembaga keuangan lainnya, dimana mitra nasabah boleh menggunakan modal 

yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang dikehendakinya, tetapi tidak 

keluar dari aturan Islam yaitu dilarangnya modal tersebut digunakan untuk 

proyek yang hukumnya haram seperti pendirian tempat judi, hotel dan 

sebagainya. Pembiayaan mudharabah ini diaplikasikan dalam bentuk 

pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.
62

 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian usaha antara dua pihak atau lebih 

pemilik modal untuk menyertakan modalnya berupa dana atau keahlian/tenaga 
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pada suatu proyek usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk 

ikut serta, mewakilkan atau menarik haknya dalam manajemen proyek. 

Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi 

penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Seandainya usaha tersebutr mengalami kerugian maka 

pembebanannya hanya terbatas pada besarnya modal masing-masing. 

Pembiayaan musyarakah ini diaplkasikan dalam bentuk pembiayaan modal 

kerja dan pembiayaan ekspor.
63

 

2. Akad dengan Skim Jual Beli 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli di lembaga keuangan syariah, jenis 

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi
64

 : 

a. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di 

mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank 

syariah dengan nasabah dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan 

murabahah ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan investasi/barang 

modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan 

ekspor.  

b. Pembiayaan Salam 

Pembiayaan salamadalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan 

dengan syarat-syarat tertentu dan barang diserahkan kemudian hari, sedangkan 
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pembayaran dilakukan dimuka. Pembiayaan salamini diaplikasikan dalam 

bentuk pembiayaan sektor pertanian dan sektor manufaktur. 

c. Pembiayaan Istishna 

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pemesan dan penjual. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta 

cara pembayarannya, misalnya disepakati pembayaran di muka, cicilan atau 

pembayaran ditangguhkan sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi/ 

proyek/produk manufaktur. Keuntungan bagi bank adalah berasal dari selisih 

harga jual dengan harga beli oleh bank dari pihak lain. 

3. Akad dengan Skim Sewa/Jasa 

  Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini 

diklasifikasikan menjadi
65

 : 

a. Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (hak pakai) atas barang 

atau jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak 

kepemilikan (ownership) atas barang tersebut. Pembiayaan ini diaplikasikan 

dalam bentuk pembiayaan sewa. 

b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik/Wa Iqtina 

Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina yaitu perjanjian sewa 

menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang 

dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. 
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2.2.4.  Prosedur Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan adalah suatu permohonan pembiayaan yang diajukan 

oleh calon nasabah pembiayaan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada 

pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank cukup 

layak (feasible).
66

Dalam penerapan prosedur analisis pembiayaan di lembaga 

keuangan atau perbankan syariah, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip 

persetujuan pembiayaan. Adapun prinsip pemberian persetujuan pembiayaan 

adalah sebagai berikut
67

 : 

1) Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus mendasarkan kepalaanalisis 

dan rekomendasi tertulis persetujuan usulan pembiayaan. 

2) Dalam hal keputusan pemberian persetujuan pembiayaan tidak sejalandengan 

rekomendasi tertulis usulan pembiayaan, harus dijelaskan secaratertulis dan 

alasan apa yang dipertimbangkan dan meyakinkan penjabatpemutus 

pembiayaan yang bersangkutan. 

3) Keputusan akhir persetujuan pembiayaan beradadi komite pembiayaan. 

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang 

Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank.
68

 Analisis pembiayaan merupakan langkah 

penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang 
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dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan atau Account Credit di bank 

syari‟ah, dimaksudkan untuk
69

 : 

1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam. 

2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. 

3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Setiap calon mitra atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan 

kelengkapandokumen permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis tertulis 

denganmengedepankan
70

 : 

a) Analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat denganusaha 

dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan) hasil penelitianpada 

pembiayaan bermasalah. 

b) Analisis menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengrauhi olehpihak-

pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon pembiyaan. 

c) Analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan professional dan 

tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan. 

Analisis pembiayaan merupakan suatu hal yang sangta penting dilakukan 

oleh Account Credit untuk memperoleh informasi yang benar tertahap calon mitra 

tentang
71

 : 

1. Character (Akhlak) 

Akhlak calon mitra pembiayaan hendaknya diketahui secara baik olehAccount 

Credit. Mereka tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, 

tidak suka berspekulasi dalam berusaha. 
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2. Integritas 

a. Untuk mengetahui apakah calon mitra pembiayaan mempunyai 

komitmenyang baik terhadap janji, waktu, tata nilai-aturan, hutang, 

ucapannya tidakbanyak menyimpang dari perbuatan. 

b. Untuk mengetahui karakter dan intergitas calon mitra yang 

dilakukanmelalui teknik wawancara dan cross check kepada keluarga, 

tetangga,sesama pengusaha,rekan usaha, dan ustadz (mu‟alim) setempat 

dan ataukarena calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat 

di lembaga keuangan syariah. 

3. Kemampuan Bayar 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuanusaha 

calon mitra yang meliputi : 

a. Tujuan penggunaan pembiayaan 

Account Credit harus mengetahui secara pasti tentang tujuan penggunaan 

dana oleh calon mitra, apakah untuk modal kerja, investasi atau multiguna. 

b. Analisis Keberadaan Usaha 

Yaitu analisis keberadaan dan kelangsungan usaha dari calonmitra atau 

nasabah yang meliputi : 

1) Analisis Syariah 

Menilai apakah usaha yang dikelola oleh calon mitra tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai syariah. Apakah produk, proses produksi, sistem 

penjualan tidak ada yang melanggar nilai-norma dan syariah 

2) Analisis Yuridis 
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Identitas calon mitra dan usahanya harus dinilai aspek legalnya. Apakah 

(KTP/SIM/KK/Surat Nikah) masih berlaku, dan apakah usaha calon 

mitra atau nasabah (perorangan atau badan usaha) tidak mengganggu 

tetangga-warga setempat dan telah memperoleh legalitas (perijinan) 

dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, TDR, NPWP, Akta 

Pendirian, dan lain-lain). 

3) Analisis Kondisi Usaha 

Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon mitra 

cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan 

hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional 

usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai 

akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan 

apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh koperasi, maka 

usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan 

mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar. 

4) Analisis Kemampuan Usaha Manajemen 

Calon mitra atau nasabah haruslah memiliki kemampuan mengelola 

usaha secara profesional, tangguh dan ulet. Pengusaha akan memiliki 

kemampuan mepngatasi permasalahan dalam usahanya apabila telah 

memiliki pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun. Oleh karena itu 

kebijakan pemberian pembiayaan di KJKS atau UJKS Koperasi hanya 

diberikan apabila calon mitra yang telah memiliki pengalaman dalam 

bidang usahanya sekurang kurangnya 2 (dua) tahun. Selain itu calon 
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mitra harus memiliki kecakapan dalam hal produksi, penjualan 

pemasaran dan mengatur keuangan berdasar skala dan sektor usahanya. 

5) Analisis Keuangan dan Modal 

Dalam mengelola usahanya calon mitra harus mampu mengatur 

keuangannya dengan baik, sehingga mampu menyisihkan sebagian 

keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi 

modal yang akan meningkatkan skala usahanya. Harus dicermati 

bagaimana struktur modal usaha calon mitra apakah sumber modal 

berasal dari diri sendiri (self finance) atau berasal dari pinjaman 

(hutang). Satu hal yang harus diwaspadai adalah apabila sumber modal 

usaha yang sedang dijalankan sebahagian besar berasal dari sumber 

pinjaman. 

6) Analisis Jaminan 

Aset Lembaga Keuangan Syariah maupun lembaga perbankan sebagian 

besar berasal dari liability yaitu dana masyarakat dan lembaga-lembaga 

keuangan syariah lain untuk dikelola dengan amanah, aman dan mampu 

memberikan benefit yang layak. Oleh karena itu Account Credit harus 

dapat menganalisis usaha calon mitra dimana sumber utama 

(Repayment Capacity) untuk pelunasan pembiayaan nantinya 

dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya (first way out).
72

 

2.2.5.  Pengamanan Pembiayaan 

Pemberian pembiayaan merupakan usaha bank syariah yang paling pokok, 

sehingga bank syariah perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang 
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mengajukan pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu 

mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Masalah keamanan pembiayaan 

yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank syariah, 

karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian pembiayaan. 

Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya peranan pejabat analis 

pembiayaan yang memadai dalam bidang manajemen risiko pembiayaan dan 

analisis pembiayaan. Dengan kata lain, diperlukan seorang pejabat analis yang 

dapat melakukan analisa risiko pembiayaan yang diajukan dalam menunjang 

efektivitas pemberian pembiayaan.
73

 

Adanya perananpejabat analis pembiayaan yang kompeten memadai dalam 

pemberian pembiayaan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh 

bank syariah tersebut.Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh 

dan mandiri, bank syariah melaui usaha pemberian pembiayaannya harus mampu 

mengoptimalkan pejabat analis pembiayaan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas sistem pemberian pembiayaan dan berusaha sebaik mungkin 

mengurangi resiko kegagalan pembiayaan, terutama akibat lemahnya kompetensi 

dan kualifikasi seorang pejabat analis pembiayaan.
74

 

Pejabat analis pembiayaan yang baik diperoleh dari suatu struktur yang 

terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan 

keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta 

mengamankan harta perusahaan. Alasan bank syariahmenujuk seorangpejabat 

analis pembiayaan adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. 
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Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan seorang pejabat analis 

pembiayaan yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan 

bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat 

mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa 

kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang 

diharapkan.
75

 

Manajemen dalam bank syariah melaksanakan kegiatan pekerjaan seorang 

pejabat analis pembiayaan bisa mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, 

personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian 

tujuan pejabat analis pembiayaan. Pengen-dalian internal dirancang dengan 

memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan 

operasi perusahaannya dan juga mem-perhatikan aspek biaya yang harus 

dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Pejabat analis pembiayaan tidak 

dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesa-lahan 

dan penyelewengan sama sekali, tetapi pejabat analis pembiayaan yang memadai 

akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan 

dalam batas yang layak dan kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat 

segera diketahui dan diatasi.
76

 

Komponen atau divisi analisa pembiayaan yang diisi oleh seorangpejabat 

analis pembiayaan merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang me-

madai. Agar tujuan penyaluran pembiayaan yang efektif dan efisien tercapai, 

manajemen bank syariah harus mempertimbangkan komponen-komponen 

manajemen risiko dan analisa pembiayaan. Pejabat analis pembiayaan yang 
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bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu 

ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya 

beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. Adapun keterbatasan 

bawaan yang melekat dalam setiap pejabat analis pembiayaan adalah kesalahan 

dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh manajemen.
77

 

Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam 

usaha mencapai efektivitas sistem pemberian pembiayaan, perlu diketahui tujuan 

pemberian pembiayaan yang diharapkan. Untuk itu, bagian perpembiayaanan 

perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian pembiayaan. 

Dalam hal ini digunakan prinsup perpembiayaanan yang lebih dikenal dengan 

prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of 

economic. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan 

pemberian pembiayaan akan tercapai. Di samping itu, perlu dilaksanakannya 

prosedur pemberian pembiayaan yang meliputi permohononan pembiayaan, 

analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, perjanjian pembiayaan serta 

pencairan pembiayaan.
78

 

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian pembiayaan, suatu 

sistem pemberian pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila pembiayaan 

tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang 

telah ditentukan. Prioritas pemberian pembiayaan yang diberikan betul-betul tepat 

sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian pembiayaan akan 

tercapai. Setiap bank syariah simpan pinjam harus memiliki struktur pejabat analis 
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pembiayaan yang memadai dalam perpembiayaanan untuk mencegah 

penyalagunaan wewenang.
79

 

2.2.6.  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Pihak manajemen bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap 

bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 

telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. 

Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami 

kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.
80

 Dalam 

hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur 

sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. 

Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu
81

: 

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 

b) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan 

c) Debitur terlambat memenuhi prestasi 

d) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Keberlangsungan usaha suatu bank syariah yang didominasi oleh aktivitas 

pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber 

utama lembaga bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana 

untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan bank syariah yang 

optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang 

akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi 
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Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar 

namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk 

membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada 

BMT, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip 

kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada undang-undang 

perkoperasian. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan 

bank syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai 

Restrukturisasi Pembiayaan di Lembaga keuangan Syariah.
82

 

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga 

keuangan maupun bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran   

kewajiban mitra usaha atau jangka waktunya;
83

 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra usaha 

yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga keuangan maupun bank syariah, 

antara lain meliputi: 

1) perubahan jadwal pembayaran; 

2) perubahan jumlah angsuran; 

3) perubahan jangka waktu; 
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4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 

5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau  

musyarakah; dan/atau: 

6) pemberian potongan. 

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan 

yang antara lain meliputi: 

1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 

2) konversi akad Pembiayaan; 

3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah; dan/atau; 

4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan mitra usaha, yang dapat disertai dengan rescheduling atau 

reconditioning. 

Pihak lembaga keuangan maupun bank syariah hanya dapat melakukan 

restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban 

setelah restrukturisasi. 

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk 

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 
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Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-

bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) 

kriteria di atas maka pihak lembaga keuangan maupun bank syariah akan 

melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi 

apabila mitra usaha masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak 

kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika 

nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam 

upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka lembaga keuangan maupun 

bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi 

pembiayaan yaitu :  

a. Dalam surat Al Baqarah (2):276 : ” Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 

dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. 

b. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280: ” dan jika (orang berhutang itu) dalam 

kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui”. 

c. Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 : ” Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas 

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya”.Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi 

pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah 
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bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan ( dalam arti sebenar-

benarnya) membayar kembali kewajibannya. 

d. Hadits Nabi riwayat Muslim :”  orang yang melepaskan seorang muslim dari 

kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan 

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya. 

2.3. Penerapan Prinsip 5C di Bank Syariah Menurut Prinsip Ekonomi 

Islam 

Dalam melakukan pekerjaannya tersebut, serang pejabat analis 

pembiayaan di bank syariah harus berpegang pada prinsip analisa pembiayaan. 

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu 

tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus 

diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari‟ah pada saat melakukan analisis 

pembiayaan.Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 

5C. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu
84

: 

1. Character 

Untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang diterimanya. Dilihat dari kejujurannya 

lewat investigasi yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabah/ pemilik 

usaha, dengan melihat keadaan lingkungan keluarga calon nasabah dan 

riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya 

pernah mengajukan pembiayaan pada bank lain). Selain itu hal terpenting 
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yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah 

untuk melunasi pembiayaan tersebut. 

2. Capacity 

Untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan 

pokok pinjaman serta bagi hasilnya. Kemampuan calon nasabah dalam 

melunasi pembiayaan yang diberikanpihak bank, dilihat dari usaha nasabah 

yang menjadi sumber pelunasanpembiayaan. Disini pihak bank harus benar-

benar selektif dalam memberikan penilaian kepada calon nasabah dengan 

memperhitungkan aspek-aspek keuangan, aspek hukum, aspek pemasaran, 

aspek manajemen, dan aspek amdal. 

3. Capital 

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya 

bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon 

nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank. Modal 

yang diperluakan dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan kata lain, calon 

nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus 

memperhitungkan aset dan material pendukung usaha. Beberapa hal lain yang 

perlu diperhatikan pengusaha yaitu manajemen, keahlian dan sistem teknologi. 

4. Condition of economy 

Bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak 

menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam. Melihat 

faktor-faktor makro ekonomi yang mungkin saja bisa terjadi dan 

mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan 
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pembiayaan. Faktor-faktor itu terlihat dari pangsa pasar yang menurun, kodisi 

politik, keamanan negara, dan ekonomi. 

5. Collateral 

Jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan 

bagi bank atau pembiayaan yang diberikan. Jaminan disini bersifat sebagai 

penjamin atau barang jaminan atas pembiayaan calon nasabah, agar ketika 

terjadi permasalahan dalampelunasan jaminan ini bisa digunakan sebagai alat 

pelunasan. Nilai jaminanitu sendiri biyasanya lebih besar dari atau sebanding 

dengan modal usaha. 

Dalam analisis pembiayaan, pada dasarnya dilakukan oleh seorang pejabat 

analis pembiayaan di bank syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh 

analis pembiayaan di bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh 

pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, 

sebagai pedoman dasar dalam pemberian pembiayaan/pembiayaan yaitu 

Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral sebagaimana yang 

diuraikan di atas, serta bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut 

bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh 

gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui 

kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang  besar akan dihadapi 

oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar 

tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu 

yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.
85
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Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, 

yaituConstraintartinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses 

usaha.Untuk bank syari‟ah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu 

memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-

masing nasabah. Untuk memperkuat prinsip 5 C di atas, dalam pemberian 

pembiayaan bank  syari‟ah akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan dalam 

memberikan realisasi pembiayaan, guna menilai kelayakan suatu usaha yang akan 

dibiayai bank syari‟ah. Secara umum aspek-aspek yang harus diperhatikan antara 

lain
86

 : 

a) Aspek umum, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah: (1) bentuk, nama 

dan alamat perusahaan, (2) susunan manajemen, (3) bidang usaha, (4) 

keterangan tetang jumlah pegawai/ buruh, (5) kebangsaan, (6) bank 

langganan, dan (7) bagan organisasi. 

b) Aspek ekonomi/ komersil, yang meliputi masalah: (1) pemasaran dan harga 

jual, (2) pesaing, (3) jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, (4) cara 

penjualan, dan (5) taksiran permintaan dan sebagainya. 

c) Aspek teknik, hal yang perlu diteliti yaitu: (1) bahan baku yang dibutuhkan 

dalam produksi, (2) tanah dan tempat pabrik, (3) bangunan (milik sendiri/ 

sewa), (4) urutan proses produksi, (5) perincian mesin dan peralatan, (6) 

jumlah yang diproduksi per periode, dan (7) tenaga kerja (keahlian, 

pendidikan, tingkat upah). 

d) Aspek yuridis, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk izin-izin 

yang diperlukan. 
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e) Aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah: (1) manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap 

struktur perekonomian setempat, (2) terserapnya masyarakat sebagai tenaga 

kerja, dan (3) termasuk dalam sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. 

f) Aspek keuangan, dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan akan 

diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan stabilitas dari usaha. Juga 

akan mengetahui sejauh mana investasi tersebut dapat dikembalikan.  

Dengan dimikian proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan 

oleh pihak bank syari‟ah seyogyanya bermain dalam aspek keuangan. Dimana 

aspek keuangan yang sangat riskan dalam pengembalian pinjaman dan sebagai 

titik berat dalam mengabil keputusan. Dari prinsip-prinsip tersebut bank syari‟ah 

perlu memberikan pertimbangan yang matang sebelum memberikan pembiayaan. 
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BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Profil BPRS Baiturridha Kota Bandung 

3.1.1. Sejarah Singkat BPRS Baiturridha Kota Bandung 

Awal pendirian PT. BPR Syariah Baiturridha merupakan adanya 

kepedulian dari pemilik Hotel Panghegar Group untuk memberikan layanan jasa 

perbankan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) untuk menghindari kegiatan 

muamalah dari unsur ribawi (bunga),maisyir,gharar,dan spekulasi. Dasar inilah 

yang menjadi dorongan kuat untuk mendirikan BPR yang beroprasi secara syariah 

dengan nama PT. BPR Syariah Baiturridha didirikan di Bandung pada tahun 1992 

melalui surat/akta sebagai berikut : 

1. Akta notaris 65 tanggal 15 september 1992 oleh notaris Wiratni Ahmadi,SH 

2. Izin prinsip Bank Indonesia Nomor : 25/900/UPBD/PBPR tanggal 3 maret 

1993 dan Nomor 25/336/UPBD/PBRP/Bd tanggal 12 Maret 1993 

3. Izin Usaha Bank Indonesia Nomor 26/66/UPBD/PBPR/Bd tanggal  27 juli 

1993 

4. Surat keputusan Mentri Kehakiman Nomor C2-1941 HT.01.01. TH.1993 

tanggal 3 April 1993 

PT. BPR Syariah Baiturridha mulai efektif  beroprasi untuk memberikan 

layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah dimulai pada tahun 1993. Dalam 

perjalannya PT. BPR syariah Baiturridha mengalami pasang surut hal ini di 

karanakan BPR Syariah merupakan institusi keuangan yang baru. 

61 

::repository.unisba.ac.id::




